
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Polres Gorontalo dan 

penyidikan yang ada di Kejaksaan Negeri Gorontalo sudah berjalan 

berdasarkan ketentuan hukum yang ada yakni KUHAP. Penanganan tindak 

pidana korupsi diawali dengan penyelidikan terhadap informasi kasus korupsi 

yang diterima, hasil penyelidikan kemudian akan di publikasiakan dan akan 

dilanjutkan dengan proses penyidikan. Sebelum pelimpahan berkas perkara 

penyidikan ke jaksa penuntut umum, hasil penyidikan kemudian di 

publikasikan, yakni tim penyidik akan melakukan gelar perkara terhadap data-

data yang diperoleh dalam penyidikan sebelum dilimpahkan kejaksa penuntut 

umum. Namun apabila dilihat dari kenyataan yang ada, proses penyidikan 

masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Perkara korupsi yang sementara 

ditangani cenderung memakan waktu lama. Baik faktor penegak hukum yang 

kurang maksimal maupun faktor dari penegak hukum itu sendiri yang dengan 

sengaja memperlambat kasus tersebut. 

2. Perbandingan proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Gorontalo 

dan di Kejaksaan Negeri Gorontalo yakni dari segi persamaannya, proses 

penyidikannya sama-sama berlandaskan pada Kitab Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Sedangkan perbedaan proses penyidikannya adalah : 



 . Jumlah personil penyidik 

a. Jumlah kasus yang ditangani 

b. Proses gelar perkara sebelum pelimpahan berkas ke penuntut umum 

c. Faktor penghambat dalam melakukan penyidikan 

 

B. Saran 

1. Bagi kepolisian (Polri) maupun kejaksaan dapat melaksanakan tugas 

sebagai penyidik tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cepat dan tepat 

dan tidak menggunakan istilah tebang pilih yang hanya berdampak pada 

peningkatan jumlah kasus korupsi. 
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